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BUPATI LAMPUNG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 


PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 

NOMOR g TAHUN 2018 


TENTANG 


SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA PRAJA PM 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 


BUPATI LAMPUNG BARAT, 


Menimbang 	 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasat 16 Peraturan 
Daerah KabupatenLampung Barat Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga 
Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Praja FM perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan 
Organisasi dan Tata KeIja Lembaga Penyiaran Publik LokaJ 
Radio Swara Praja FM. 

Mengingat l. 	Undang-Unclang Nomar 6 Tahun 1991 tentang 
Pcmbentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 
Barat (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Neganl Republik 
Indonesia Nomor 3452); 

2. 	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nornor 139, Tambahan Lembaran Negara 
RepubUk Indonesia NomoI' 1649); 

3, 	Undang-Undang NomoI' 14 Tahun 2008 ten tang 
Keterbukaan Informas.i Publik (Lembaran Ncgara 
Republik Indonesia Tahull 2008 Nomor 61, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 



4. 	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
indonesia 'j'ahlln 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telal1 diubal1 beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undangNol11or 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomer 5679); 

5. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 1J Tahun 2005 tentang 
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4485); 

6. 	Peraturan Pemerintab Nomor. 12 Tabun 2005 tentang 
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4487); 

7. 	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran PubHk Lokal Radio 

:; ; 	 Swara Praja FM; 

8. 	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 
Tahul1 2016 tentang Pembentukan dan Susunal1 
Perangkat Daerah; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 	 PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI 
DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYJARAN PUBLIK LOKAL 
RADIO SWARA PRAJA PM. 

BAB I 
KETIDJ'\TUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peratuan E:upati ini yang dinlaksud dcngan : 
1. 	 Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat. 
2. 	 p n rncrinUlh Daerah adalah Pem'Orintahan Kabupaten Lampul1g Barat.. 
3. Bupati aclalah 13upati Lampung Barat. 



, 

, 
4, 

5. 

6, 

Sekretatis Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung 
Barat, 
Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri 
menc!uc!uki jabatan struktural atau fungsional pacta 
Kabupalen Lampung Barat. 

Sipil yang 
Pemerintah 

Lemhaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjumya disingkat ",PPL Radio 
Swar3 Frap 1"[\,1 adalah ~mbaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk 
badan hukurn yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, 
n~etly'~;k:r:ggarakan kcgiatan penyiaran radio. bersifat independf'n~ 

"leu-nL lidak kO!1]'orsial, dan berfungsi membe:'ikan layanan umuk 
h'j')("llj'",," \,._ ~_. ~. , 1J 

7 

E1. 

Dev,i~ln' ';'1ga\VaS ndalah organ lcrnbaga penytaran pub1ik lokal yang 

i--"rfurq::;s: rr;('\vakid !T]asva:-akat, PcnlcrinlHh Daera'!l. de:l!; iln~';'llr 

Len)h. F'{"n\'ian;n Publik Lokrd h()bupnten L~lnlpullg BHnlt yang 

fnen_;:~!l·!nkdn 1L! s pengr:nvasan urnuk rrH'~ncclpai rujUi:Hl Lt~rnb'iga 

j,lcnyH'; :'21!1 ; '(,I bIde 
De\.!v'(";;! r )jreksi adulah Llnsur pilnplllC1.n lcrnbaga. penyja"!'au publik. LOh.ar 

(1::1:"1 bert:J.nggungifl\-l.'Ctb 

UaJ'id. 

S/, I\epnid :-)~il;31un tHhdHl1 PirnpirH-Hl :~tn~iun radio S\\'(ti'~\ PrqjH Ff\,4, 
10. 	 [Jegn\v;-,j t-u:Jrti(1h pcg;::nvai _'v'anf,:; bekelj~:l di Lctnbag8 Pr;nYlaran !'.ll:!)lik 

Lukal \\.abupaten Larnpung uarat. 
; 1. Kcpu!usan Di!'cksi adalah kepuu:san yang ditetapkan o1eh Dircksi aLilS 

Persetuj uan De-<"van Penga\\;as. 

BAB II 

SUSUNAN ORGAN1SASI 

Pasa] 2 
(1) 	 Susunan organisasi LPPL Radio Swara Praja FM terdiri dari : 

a. dewan pengawas; 
b, dewan direksi; dan 
c. kepala stasiun radio, 

(2) 	 Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a 
beljumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari : 
a, 1 (satu) orang dad unsur Pemerintah Daerah yang membidangi 

kornunikasi dan inforrnatika; 
b. 	1 (satu) orang dad unsur praktisi penyiaran siaran radio; dan 
c, 	 1 (satu) orang dari unsur masyarakat yang merniliki kompetensi di 

bidang penyiaran, 

(3) 	 Dewan Dircksi. sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : 
a. dirckiur utarna; dan 

b, direktur LPPL Radio Swara Praja 98,6 FM. 




BAB !Il 
DEWAN PENGAWAS 

Bagian Kesatu 
Pengangkatan 

Pasa13 
(1) 	 Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usulan DPR!) setelah 

melalui uji kepatutan dan kelayakan seear-a terbuka atas masukan 
dad Pemerintah Daerah dan/masyarakat. 

(2) 	 Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang Ilebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan 1 (satu) orang diantaranya 
ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan 
hasil rapat anggota Dewan Pengawas. 

(3) 	 Dewar'l Pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat 
dipilih kembali hanya untllk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. 

(4) 	 Oalam melaksanakan tugas, jika dipandang perlu, Dewan Pengawas 
dapat dibantu oleh sekretariat yang secara adminitratif berada di baw?.h 
De,van Direksi 

Pasa14 
(1) 	 Dr, .van Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah 

seh8g8irnFma 	rJ i mal<sud rJalam ay"l (3) h1..lruf 3, dillngkat dan pejabi'lt 
(iilL! uk o1ch r3upflt~. 

(2) 	 Dewall Pcngawas yang bemsal dad unsur praktisi penyiaran dan unsur 
masyrakaL sehagaimana dimak'·.ld dalam ayat (3) huruf b dan huruf c, 
c1iangkat sete\ah luJus seleksi administrasi senH uji kepatutan c;"n 
kelayakan yang dilaksanakan oleh OPRO. 

Bagian Kedua 
Persyaratan 

Pasa! 	5 
(1) 	 Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas ha1"1..Is 

memenuhi persyaratan umum sebagai berikut ; 
a. warga Negara Republik Indonesia yang be!iaq\va kepada Tuhan 

'>r.;' Yang Maha E$a; 

b. 	 setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

c. 	 sehat jasrnani dan rohani;J,
:.-	 d. bervvibawa. jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; 

http:dimak'�.ld


e. mempunyai integritas clan c1eclikasi yang tinggi untuk 
mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara: 

f. memiJiki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian 
-+- serta pengalaman di bidang penyiaran publik; 

g. 	 tidak terkait langsung maupun tidak Jangsung dengan kepemi1ikan 
dan kepengurusan media massa lainnya; 

h. 	 bagi, anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non 
partisan, tidal< sedang menjabat sebagai anggota legislatif dan 
yudikaLif; 

1. 	 memiliki integritas dan dedikasi tinggi demi kepentingan publik; dan 
J. 	 berpendidikan serendah-rendahnya strata 1 (satu). 

(2) 	 Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus 
memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut: 
a. 	 Surat Permohonan sebagai anggota Dewan Pengawas; 
b. 	 Surat Pernyataan tid,,"k terkait langsung maupun tidak lfulgsung 

dengan media massa; 
c. 	 Pas ;Jhoto 4 :;{ 6 c:m sebanyak 3 (tiga) lembar; da?:] 
d. Potoeopy KTP; 

e, Fotocopy ijazah dilegaUsir; 

f. 	 Daftar nwayat hidup; 
g. 	 Surat Keterangan Sehat dan Dokter; 
h. 	 Surat Keterang,m Kelalman Baik dari Kepolisian; 
L Curiculum Vitae (biodata) pendaftar; 


.I. Propos,,1 yang berisi vi,,;, m.isi dan program ker!a pengawasan;
,--­, 	 k. Bagi pescl'la dar; unsur pcmerintah haros melampirkan rekomendasi
" kcparla Dinas yang bersangklltan; 

1. 	 h~S(T1fl wajilJ mencantumkan nomoI' tekpon !'umah/hand phone; 

m. 	 Persynmwll-persyaralan ctiatHs rangkap 2 (dua). 

Bagwll Kei.iga 
Tata Cara Seleksi 

Pasa! () 
(1) 	 Untuk rnclaksanRkan seleksi aci!ilinistratif terhadap calon Anggota 

I)PW1Ul P('ngflwas dilpat dibenluk Tim Fi1.silitasi yang ditetapkan dengi1D 

KejJutusan Bupati. 
(2) 	 Tim Fasilitasi sebagaimana di;naksud pacta ayat (1). mempunyai tugas 

sebagai beriku t: 
a. 	menerima berkas dan kelengkapan persyara,tan aclministrasi; 
b. melaksanakan verifikasi berkas dan kelengkapan persyaratan 

administasi; 
c. 	menyerahkan berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi calon 

Anggota Dewan Pengawas yang 1010s seleksi administrasi kepada 

KeLua DP1~D; dan 
ct. menyampaikan laporan hs.sil pelaksanaan tugas kepada Bupati. 



? 

(3) 	Wewenang Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. 	rneminta clata-data asli/folokopi/salinan persyaratan arlministrasi 

yang diperlukan kepac1a calon Anggota Dewan Pengawas; 
b. 	rnenghuhu;1gi pihak·pihak/instansi yang berwenang untuk 

peng('~"kan daLa-data yang terkait dengan persyaratan c2Jon Anggota 
Dev.lan P0tlg}I\·,.'as: d8n 

c. 	membuB.t l:'le-rita (\cam hasil verifikasl persyaratRl1 administrasi. 

Pasal7 
Tata cara pendaftaran seleksi calon Anggota Dewan Pengawas ditentukan 
sebagai berikut: 
a. 	 calon anggota Dewan Pengawas hanls hadir secara pribadi untuk 

mendaftaTkan did sebagai calon Anggota Dewan Pengawas; 
b. 	 calon ilnggota Dewan Pengawas vJajib mengisi blangko permohonan 

vang disediakan. 
Pasal 8 

TaLa c,wa seleksi calon Anggnta Dewan Pengawas ditentukan sebagai 
beril': lit: 
a. 	seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran 
b. 	 persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 5 ayar (2) 

b. berkas calon anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi 
sesuai dengan yang dipersyaratkan dan Bedta Acara hasil seleksi 
administrasi diserahkan kepada Ketua DPRD; 

c. 	 bagi calon anggota Dewan Pengawas yang 1010s seleksi administrasi 
berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakall; 

d. 	 uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan dengan mated meliputi 
kewibawaan, pengalaman, wawasan, pemaparan visi dan misi serta 
Program Kelja Pengawasan dan tes tertulis apabila diperlukan; 

e. 	 berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, DPRD menyampaikan 
surat usulan pengangkatan Dewan Pengawas kepada Bupati yang 
dilampiri hasil seleksi calon anggota Dewan Pengawas berdasaTkan 
peringkat daTi masing-masing unsur. 

Pasa19 
(1) 	 Berdasarkan usulan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 

e, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Dewan Pengawas 
Radio Swara Praja FM. 

(2) 	 Dewan Pengawas yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melaksanakan dan 
menyetesaikan stleks! calon Direktur dalam wakt.u paling lama 3 (tiga) 
bulan terhitung sejak tanggaJ pengangkatannya sebagai Dewan 
Pengawall. 

(3) 	 Dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pacta ayat (I), dapat 
ditetapkan calon Pengganti Antar Wakiu Anggota Dewan Pengawas yang 
diambi! dan peringkat berikutnya dari unsur praktisi penyiaran dan 
unsur masyarakat yang telah diusulkan DPRD. 



Bagian Keempat 
Kewenangan dan Tugas 

PasallO 
Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai bcrikut: 
a. 	memilih dan mengangkat Dewan Redaksi yang berjumlah sesuai dengan 

kebutuhan; dan 

b. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Radio Swara Praja FM. 

Pasal II 

Dewan Pengawas mempLlnyai tugas: 

a. 	 menetapkan kebUakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, 

rene-ana kerja dan allggaran tahunan, kebijakan pengembangan 
kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan 
tersebllr s("suai dengan arah dan tujuan penyiaran; 

I' 	 rne.lgS\\'clS1 pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta 

independensi dan nctralitas siaran; 
c. 	 melakukan uji kelayakall dan kepatutan secara terbuka terhadap 

calon anggota direksi; 
d. 	mengangkat dan memberhentikan.anggota dewan direksi; 
e. 	 menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur 

utama; 
f. 	 menerapkan pembaglan tugas setiap direktuT; 
g. 	 menjamin lJahwa LPPL Radio Swam Praja F'M tetap berorientasi pada 

pub!ik;............ 

; ,r h. 	meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai' 

siaran/acara LPPL Radio Swara Praja FM; 
1. 	 menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya 

disampaikan kepacla Dewan DiJ-eksi/Dircksi; dan 

J. 	 melaporkan peiaksanaan tugasnya kepada bupati dan DPRD. 

Bagian Kelima 
Kepangkatan 

Pasal 12 

Dewan Pengawas adalah jabatan non eselon. 


Bagian Keenam 
Pemberhentian 

Pasal 13 
)~ Pemberhentian terhadap Dewan Pengawas dapat dilakukan dengwl cara : 

a. 	 berhenti; dan 
b. 	 diberhentikan. 



Pasa114 
; Dewan Pengawas berhenti karena: 

a. 	 meninggaJ dunia; atau 
b. 	 mengundurkan diri. 

Pasa115 
(1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa 

jabatan apabila : 
a. 	 tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; 
b. 	 tidak melaksanakan ketentuan peraturarl perundang-undang yang 

berJaku; 
c, 	 terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Swara Praja FM; 

dan 
d. 	 dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau 
tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas. 

(2) pemberhentian sebagaiman8 dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, 
dan huruC c dilakukal1 setelah yang bersangkutan diberi kesempatan 
membela did. 

(3) 	Pembel"c\l'l diri seiJagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara 

De'v\'()J"1 F't'llga\\'fH; yAng L,e1'sangkutan (hberi tahu secarn I"ertuiis j'enC;-'lnn 

pembcl'ile:lllian lerseiJut. 

Pasal 16 
Pemberhelllian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ditetapkan dcngan I<eput.usan Bupati. 

BABlV 
DEW.'\N UIR~:I<'SI 

Bagian kesatu 
Persyaratan 

Pasal J 7 

(1)Untuk 	 dapat clipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus 

mcmiliki persyaratan umllm, sebagai berikllt: 
a. 	warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Marla ~SH;' 
~ b. 	setia kepada Pancasila dall Undang-Undang Dasar Negara 

r<epu blik Indonesia Tahun 1945;, 
C. 	 berpendidikan strata 1 ( satu ); 
d. 	Berusia minimal 35 (Tiga Pulub. Lima) tahun pada saat~ 

-; 	 pendaftaran; 
e. 	 sehatjasmani dan rohani; 



----.
,. r-

f. merniliki kecakapan 
I ic!ak rereela: 

manajedal, jujur, adil, dan berkelakuall 

g. 

h. 

mempunyai integritas dan dedikasi .vang tinggi 
mempertahankan persatuan dan kesatllan bangsa dan neg
memiliki kepedulian, wawasan, pellgetahuan dan/atau 
sena pcngalamal1 dibidang penyiaran pubJik; 

untuk 
ara: 
keah!ian 

1. 	 Bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisan: 
J. 	 tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan 

dan kepengurusanmeciia massa lainnya; dan 
k. 	 tidak memilikl jabatan rangkap pada jabatan formal. 

(2) 	Ul1tuk clapat dipilih sebagai anggota Dewan Dircks! harus memiliki 
persyaratan administrasi sebagai berikut: 
a. 	Surat Permohonan sebagai anggota Dewan Direks;; 
b. 	 Surat Pemyataan tidak terkait langsung maupun tidak langsung 

dengan media massa; 
c. 	 Pas photo 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; 
d. 	Fotocopy KTP; 
e. 	 f7otocopy ijazah yang dilegalisir; 
f. 	 Dafl.ar riwayat hidup; 
g. 	 StArat l\eterangan Sehat dad Dokter; 
h. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian; 
L Curiculum Vitae (biodata) pendaftar; 
J. 	 Bagi peserta dari unsur pemerintah harus melampirkan 

rekomel1dasi kepada Dinas yang bersangkutan; 
k. 	 Peserta wajib mencantumkan nomor telepon rumah atau hand 

phone; clan 
L Persyaratan-persyaratan diatas rangkap 2 (dua). 

Bagian Kedua 
Pengangkatan 

Pasal 18 
(1) 	Dewan dircksi diangkat dan ditctapkan oleh dewan pengawas. 

(2) 	Anggota Dewan Dircks; sebagaimana dimaksud padCl ayat (1) dapat 
bemsa] dari i\raratur Sip;! Ncgara dan bukan .I\paratur Sipil Ncgara 
sesual dengCln keten!uan peraturan perundang-undangan. 

(3) 	Dirckc;i c\iangkat untuk masa Jabatan 5 (lima) tahun dan c1apat diangkat 
ken1bali h::tnya untuk 1 lsatu) ka1i jabatf:H1 berikutnya 

i 



,-~ 

~ I 

Bagian Ketiga 

Kewenangan dan Tugas 


Pasal 19 
Dewan Dircksi memiJiki ke'wenangan bedkut : 
ct, mengangkat clan memberhentikan karyawan LPPL Radio Swara Praja FM: 

b.'de'.'etapkan kebljakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Swara 
Pf'aja FN1: dan 

c, 	rnenjalin hC'rjasam8 dengan pihak-pihakluar untuk kernajuan LPPL tZadio 
SWHra Pri\JH FM sesLlai dcngan peratUl'arr perundang-undang yang 
berlakl,,;, 

Pasa! 20 
Dewan Dircksi merapunyai tugas : 
a. 	melaksanakan kebljakan yang ditetapkan oleh de,van pengawas 

yang melipU(i kebijakan umum, rencana induk, kebijakan 
penyiaran, rencana kelja dan anggaran tahunan, serta kebijakan 
pengembangan keJembagaan clan sumber daya pada Pemerintah 
Daerah; 

b. 	 mcnl1mpm dan rnengeJola LPP Lokal sesuai dengan tujuan dan 
scnantiasa berusahEl meningkatkan daya guna dan hasil guna; 

c. 	 menelapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional iembaga dan 
operasional penyiaran; 

d, mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai 
dengan peraturan yang berlaku; 

e, 	 menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit 1 (satu) 
tahun sekali; 

f. 	 membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan 
dan perundang-undangan yang berlak:u; 


g, menjalin hubungan anta1'a pemerintah dengan masyarakat; 

h, mengembangkan seni dan budaya; dan 

i, menjal\n kerjasama dengan lembaga lain, 


Bagian Keempat 

Kepangkatan 


PasaI21 

Dewan direksi adalah jabatan non eselon 


Bagian Kelima 

PembeJ'hen tian 


Pasa122 

Pemberhentian terhadap Dewan Direksi dapat dilakukan dengan eara: 

a, berhenti; dan 


b, diberhentikan, 




;; ; 

PasaJ 23 
Dewan Direksi berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf r.t 

karena: 
a. 	meninggaI dunia; atau 
b. 	mengundurkan diri 

Pasa124 
(1) 	Anggota Dewan Dircksi dapat diberhentikan sebelurn habis masa 

jabatannya sebagaiman3 dimaksud dalam Pasa] 22 huruf b apabila: 
H.. tidal< melaksanakan tugasnya de:1gan baik; 

b. 	 ,idak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang yang 
beriHku; 

c. 	 terbbat. clalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Kabupaten 
Lampung Barat; dan 

d. 	dipiciana karena melakukan lindak pidana Ilerdasarkan rutusan 
pcngadi]an yang telah mernperoleh kekuatan hukum uitap atau tidal-; 
lagi mcmenuhi syarat sebagai Dewan Dircks!. 

(2) 	 Se,)elwn keputusan pemberhentian sebagaimana c1imaksucl pacta ayat 
(i) huruf 1l. hu;>uf b, dan :,uruf c, ditet.apkan yang bersangkutan clibeli 
kesempman membeia dili. 

(3) 	 Pembelaan e1iri sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ",ceara 

tertulis dalam jangka \vaktu J. (satu) bulan terhitung sejak anggota 
Dewan redaksi yang bersangkutan dibel'i tahu seeara tertulis oleh 
Devvan Pengawas tentang reneana pernberhentian tersebiJt. 

(4) 	 Selama rencana pemberhentian sebagairnana dimaksud pada ayat (3) 

masih dalam proses, anggota Dewan Redaksi yang bersangkutan dapat 
meJanjutkan tugasnya. 

(5) 	 Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tangga! 
penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota 
Dewan Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian batal. 

Pasa125 
Pemberhemian dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
ditetapkan melalui Keputusan Ketua Dewan Pengawas. 



BABV 
KEPALA STASIUN RADIO 

Bagian Kesatu 
Persyaratan 

Pasa126 
(1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Stasiun Radio LPPL Swara Praja FM 

harus memenuhi persyaratan umum, sebagai berikut: 
a. 	warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang 

1\1aha Esa: 
D. 	 setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dc:.sar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945: 
c. 	 berpendidikan sarjana; 
d. 	 berusia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun: 
e. 	 sehatjasmani dan ronani: 
f. 	 memiliki kecakapan manajerial, jujUI', adil, dan berkelakuan tidak 

tercela; 
g. 	 mempullyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan 

persatuan dan kesatuan bangsa dan negara; 
h. 	memiliki kepeduJian, wawasan, pengetahuan daniatau keahlian serta 

pengalaman dibidang penyiaran publik; 
I. 	 ti.dak terkait langsung mallpun tidak langsllng dengan kepemilikan dan 

kepengurusan media rnassa lainnya; dan 
J. 	 tidak memilikijabatan rangkap padajabatan formaL 

(2) 	 Untuk da]'at diE'-11gkat sebagai Kepala Stasiun Radlo LPPL S'Nara Praja F(\,1 
hams memenuhi pf;rsyaratan dministrasi, sebagai berikut: 
a. 	 Sural Pcrrnohonan sebagai Kepala StasiuTI Radio: 
b. 	 Sural: Pernvataan ticlak lerkait langsung maupun lictak langsung deng8,·' 

media massa; 

(;, Pas photo 4 x 6 em sebanyak 3 (tiga) lembar; 

d. 	 Fotocc)py 1\1'10; 
e. 	 Fotocopy ijazah dilegalisir; 
f. 	 Daftar riw("\yat hidup: 

g. 	 Burnt Keterangan Schat dari Dokter; 
h. 	 Sural J{eterangan l<"lakuall Baik dari Kepolisian; 
l. 	 eu delllLlm Vitae (biodata) pendaftar; 
J. 	 Bagi peserta dari unsur pemerintah harns melampirlmrl rckomcn(\asi 

kepada Dinas yang bersailgkutan; 
k. Peserta wajib mencanlumkan nomor [elcpon rumah/hnlld phone;dnn 

)0; 1. Persyamtan-persyaratan diatas rangkap 2 (dua). 



Bagian Kedua 
Pengangkat.an 

Pasal27 
(1) 	 Kepala Stasiun Radio cliangkat dan ditetapkan oleh Dewan Direksi 

dengan persetujuan Dewan Pengawas. 

(2) 	 Kepala Stasiun Radio clapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan 
bukan Aparatur Sipil ;\[egara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Tugas 

Pasa128 
Kepala Stasiun Radio memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksanaan 
penyiaran LPPL Radio Swara Praja FM sesuai dengan kebijakan umum 
ataupun khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi. 

BAB VI 
PEGAWAI 

Pasa129, 
(1) 	 Pegawai LPPL Radio Swara Praja 98,6 FM terdirj dari: 

a.pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan perundang­
undang yang berlaku; dan 

b.non 	 Pegawai Negeri 8ipil yang diangkat oleh Direktur Utama 
berdasarkan perjanjian kerja. 

(2) 	 Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil LPPL 
Radio Swara Praja 98,6 FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diatur berdasarkan ketentuan perunclang-undang yang berlaku. 

(3) 	 Persyarafan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Swara 
Praja 98,8 PM Non Pegawai Negeri Sipi! sebagaimana dimaksud ayat (1) 
huruf a diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undal1g 
yang berlaku. 

(4) 	 PegalVai LPPL Radio Swara Praja 98,6 FM baik Pegawai Ncgeri Sipil arau 
Non Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota clan/atau pengufus 
parta: politik. 

Pasal 30 
Pcmbinaan Pega\,;ai Ncgeri Sjpil dan Non Pcgawai Ncgeri Sipil d1 Lingkungan 
1.I'PL r~arli(} ::3wnl'a Praia 98,6 FM clilakukan oleh Direkiii ses])ai dcngan 
pcrat.urPI:; pt>;"ulldang-undang ,vang berlaku. 



Pasa! 31 
Dilingkungan LPPL Radio Swara Praja 98,6 FM dapat ditetapkan jabatan 
fungsionaJ tenentu sesua! dengan peraturan perundang-undang yang 
berlaku. 

SAB VJl 

PENGHASILAN 


Pasal 32 
(1) 	 Dewan IJcngawas, Dewa:1 Dircks! clan Kepala Swsiun Rac!io karena 

tugasllya mencrima penghasilan dalam bentllh : 
a. 	 gajl; dan 
b. tunjallgan. 

I')) B .. 1,- - esaran ga.ll seoagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan 
oieh I3upati ocrdasa:'kan penetapan Upal'. Minimum Kabllpaten. 

(3) 	 Tllnjangan seiJagaimana dirnaksuci pada ayat (1) huruf b ditetapkan 
sebesar 30 'Yo dari gaji. 

(4) 	 Dewan Pengawas, Dewan Dircksi dan KepaJa Stasiun I~adio dari PNS 
mcndapatkan pcnghasilan berupa tunjangan saja. 

(5) 	 Penghasilrl11 sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) dibeban kCln pa<lA 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerall, 

BAB V1H 


TATA KERJA 


Pasal33 
(1) 	Keputusan Dewan Pengawas Ditetapkan secal'a kolegial mclalui sidang 

Dewan Pcngawas. 

(2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) 
secara formal ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas, 

Pasa134 
Dalam melaksanakan kewajibannya, l:>etiap pemimpin di lingimngan LPPL 
Radio Swara ?raja 98,6 FM wajib menerapkan prins!p koordinasi secara 
hierarkis, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing 
maupun antar satuan organisasi LPPL Radio Swara Praja 98,6 FM serta 
dengan intensi atau pihak di luar LPPL Radio Swara Praja 98,6 FM, 

Pasa135 
Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Swara Praja 
98,6 FM bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahnya 
masing-masing dan memberikan bimbingan selia petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahannya. 



Pasa] 36 
Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Swara Praja 
98,6 FM wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab 
kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara 
berkala atau sewaktu-waktu. 

Pasa137 
Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi wajib diolah untuk 
digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut., baik unt.uk 
keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan 
lebih lanjut kepada bawahan. 

Pasal 38 
Setiap pi111pman sBtuan ();oganisasi wajib mengawasi bawahannya dan 
apal]La i(,l]mli penyimpangan agal" mengamhil langkah yang diperlulcan 
sesuai dcngan ketentuan perundang-undangyang berlaku, 

BAB VIII 

KETB:NTUAN PENUTUI" 


Pasa139 

Pr,raturan Liup,,!i inl mlilai berlaku pada tanggal diw·,dangkan. 


Ditetapkan di Liwa 

pada tanggal 17 tl &)'lq~lf'l 
BUPATl LAMPUNG BARAT, 

j? 
PAOO~MABSUS 

2018 

BERrrA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHuN 2018 NOMOR .g. 


